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BUPATI KARAWANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-
2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, perlu dilakukan 
penyesuaian agar serasi, selaras, dan sesuai dengan 
dinamika kebijakan nasional dan perkembangan 
peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa didasarkan pada hasil evaluasi dan penyelarasan 

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, 
dan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan 
nasional dan perkembangan peraturan perundang-
undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Mengenah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 
2016-2021, perlu dilakukan penataan kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Thun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);  

10. PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Eilayah Nasional (LEmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (LEmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan PEngawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LEmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
WakilPemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 

Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

88); 

18. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, 
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jawa Barat Nomor 
237); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 
Nomor 2, Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten 
Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 
Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 

8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

TAHUN 2016-2021. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kaabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016 Nomor 8), sebagai berikut: 

Pasal I 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Karawang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah; 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah; 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang 
selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah 
yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

Daerah. 

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh 
camat. 

8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak  
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD 
provinsi dan DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, 
LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Daerah/desa, dunia 
usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan serta 
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan 
termarginalkan. 

9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk 

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan 
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 
jangka waktu tertentu di Daerah. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. 

13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen 
perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah 
Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan 
teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati. 
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14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

(satu) tahun. 

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS  adalah program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana 
kerja dan anggaran Perangkat Daerah.  

20. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui  
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya.  

23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen  perencanaan  
dan  penganggaran  yang  berisi rencana  pendapatan,  rencana  
belanja  program  dan kegiatan  Perangkat  Daerah  serta  rencana  
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.  

24. Rencana Kerja adalah  dokumen  rencana  yang  memuat program 
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran 
pembangunan.  

25. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan 
Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan 
dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan 
peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati 
serta target pembangunan nasional. 

26. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan 
dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang 
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.  
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27. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah 

karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan 
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka 
menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.  

28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.  

29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

30. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.  

31. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 
program Perangkat Daerah. 

32. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 
prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk 
mencapai sasaran. 

33. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka 
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan 
mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.  

34. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan 
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk 
mencapai sasaran RPJMD. 

35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan  
menggunakan  sumber  daya  yang  disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.  

36. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah 
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah 
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.  

37. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil 
(outcome) suatu program.  

38. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan 
sumber daya pembangunan.  

39. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan 
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak 
(impact).  

40. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 
warga secara optimal. 
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41. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau 
jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar 

hasil (outcome) dapat terwujud.   

42. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu 
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa 
kegiatan dalam satu program.  

43. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil 
(outcome) beberapa program. 

44. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya 
disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan 
dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. 

45. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan 
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 

46. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam 
memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/ konsultasi publik 
yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan 
memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan 
instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan. 

47. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui 
peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil 
musrenbang. 

48. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang 
untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 

49. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang 
ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau 
yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam 

pelaksanaan pembangunan;   

50. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan 
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas 
dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk 
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi. 

51. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran 
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah 
nasional, provinsi, dan Daerah ke dalam struktur dan pola 
pemanfaatan ruang wilayah. 

52. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang  
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

53. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat 
dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, 
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program. 



9 
 

54. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 
pembangunan Daerah. 

55. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana 
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi 
kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, 
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

56. Hari adalah hari kerja. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 4 

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
KABUPATEN KARAWANG 

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN 
PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

BAB IX : PENUTUP 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang. 

 

 

 Ditetapkan di Karawang 
pada tanggal 23 Mei 2019  

BUPATI KARAWANG, 
 

ttd 
 

 

CELLICA NURRACHADIANA 

 

 

Diundangkan di Karawang 
pada tanggal 23 Mei 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 
 

ttd 

 
 

SAMSURI 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019 

NOMOR      8   . 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA 
BARAT : ( 8/77/2019) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  

NOMOR  8  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021 

 

I. UMUM 

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten 
Karawang sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka 
menengah nasional, dan dengan memperhatikan perencanaan 
pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016-2021, pada hakikatnya telah dirumuskan secara 
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, 
berkeadilan dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, namun 
seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan perkembangan peraturan 
perundang-undangan, mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk 
menempuh kebijakan melakukan perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, yang 
disesuaikan, diselaraskan, diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan 
dinamika kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang-
undangan, sehingga diharapkan dapat terwujud sinergitas dengan 
pencapaian Program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang 
sebagai perwujudan visi dan misi perencanaan pembangunan jangka 
mengenah daerah Kabupaten Karawang. 

Pada prinsipnya, merujuk pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
dan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 
melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sepanjang memenuhi kriteria 
yakni perubahan dapat dilakukan dalam hal antara lain sebagai berikut: 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 
perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan 
mekanisme, tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan 
Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
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c. terjadi perubahan yang mendasar;  

d. perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau 

e. merugikan kepentingan nasional. 

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, maka substansi/muatan 
materi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, merubah Lampiran Peraturan 
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 
2016-2021, antara lain mencakup berbagai aspek untuk menyesuaikan 
dengan dinamika perubahan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat, dan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan 
peraturan perundang-undangan dengan cara merumuskan kembali 
struktur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan 
Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, dan yang paling utama yakni dalam kerangka penyesuaian 
terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dengan 
tetap memperhatikan dan mempedomani kondisi, potensi, capaian kinerja, 
target, dan saran serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adanya pembatasan jangka waktu perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah secara umum, sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 342 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, yang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun dari sisa masa berlaku 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, 
sehingga hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk 
menempuh kebijakan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten 
Karawang memandang perlu untuk menempuh kebijakan melakukan 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016-2021, dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang, dan 
dalam rangka mendukung kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Cukup jelas. 
 
Pasal II 

Cukup Jelas. 
 

 

 

 

 

 

 


